
SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004,
te1ah diatur tentang penye1enggaraan reklame;

b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan khususnya mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta da1am rangka penataan penye1enggaraan
rek1ame yang 1ebih indah, tertib, teratur, terarah dan serasi
dengan tata ruang dan arsitektur kota yang bermanfaat bagi
masyarakat serta merupakan potensi bagi pendapatan daerah,
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud da1am huruf a per1u
disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman8. dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247); ,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomo!' 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tp..mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri 01eh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5380);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegerajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus
Ibukcta Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan
Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain
Rentang Dan Reklame Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 42);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 2002);

27. Peraturan Daerah Nemer 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Previnsi Daerah Khusus Ibuketa
Jakarta Tahun 2010 Nemer 7, Tambahan Lembaran Daerah
Previnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nemer 4);

28. Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Provinsi Da.erah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2001 Nemer 12, Tambahan Lembaran Daerah Previnsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nemer 26);

29. Peraturan Daerah Nemer 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Jakarta 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahnn 2012 Nemer 1, Tambahan
Lembaran Daerah Previnsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta
Nemer 30);
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30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31);

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 3001);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER/I.H
PROVINSI DAERAH KHUSLJS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan adalah suatu badan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun, bentuk badan usaha lainnya.

7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan
pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk
pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian,
pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang kota yang serasi.

8. Penyeleng?ara Reklame adalah orang atau badan yang telah
memenuhl persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyelenggaraan Reklame.
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9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik direncanakan maupun tidak.

10. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Rencana Kota adalah rencana tata ruang kota di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

12. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang
reklame berikut komponen struktur yang memikulnya dan segala
sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.

13. Penertiban Reklame adalah tindakan penertiban
penyelenggaraan reklame dan bangunan reklame yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penyelenggaraan dan pajak reklame.

14. Reklame adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan
atau media yang menurut bentuk, susunan danjatau corak
ragamnya untuk tujuan komersil atau non-komersil
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan,
menciptakan citra atau memujikan suatu barang, jasa ataupun
untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa,
seseorang atau badan yang diselenggarakanjditempatkan atau
dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh
umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

15. Reklame PapanjBillboard adalah reklame yang terbuat dari
papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain
yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang
secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan
dan penayangan reklame.

16. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
adalah reklame yang menggunakan layar rr.onitorjvideo besar
dengan teknologi yang menggunakan teknologi LED yang
menyajikan program reklame atau visual iklan yang aktifjhidup
dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar danjatau tulisan
berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan
dengan tenaga listrik danjatau sumber tenaga lainnya yang
sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/billboard
maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.

17. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau
bahan lain yang sejenis dengan itu.

18. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan,
diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan
luasnya tidak lebih dari 200 cm2 (dua ratus centimeter persegi)
per lembar.

19. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau
d~pat dimir:.ta dengan ketentuan tidak untuk ditempel,
dllekatkan, dlpasang, digantungkan pada suatu benda lain.

20. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan
atau dltempelkan pada kendaraa:1 yang diselenggarakan dengan
mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh
orang.


